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ABSTRACT

Religious justice in Indonesia has developed since the reform era with the establishment of the Supreme
Court (MA) of the Republic of Indonesia in the field of Religious Justice in 2003. However, the
consistency of sharia rulings is still a concern due to differences in the interpretation of Islamic law,
cultural diversity, the quality of judges, and limited resources. This study uses normative legal methods
to identify factors that cause inconsistencies in decisions, analyze the role of the Supreme Court, and
formulate recommendations. The results show that the inconsistency of the decision is influenced by
legal and non-legal factors. To overcome this, it is necessary to improve the quality of judges, develop
technical guidelines, and improve coordination between religious judicial institutions. The Supreme
Court plays an important role in maintaining the consistency of sharia case decisions with judge
guidance, technical guidelines, coordination, and cooperation with related institutions. Hopefully this
research can help improve the quality of religious justice in Indonesia through the Supreme Court.
Keywords: supreme court, sharia case decisions, islamic law

ABSTRAK

Peradilan agama di Indonesia telah berkembang sejak era reformasi dengan dibentuknya
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia bidang Peradilan Agama pada 2003. Namun,
kekonsistenan putusan syariah masih menjadi perhatian karena perbedaan interpretasi
hukum Islam, keberagaman budaya, kualitas hakim, dan keterbatasan sumber daya.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang menyebabkan ketidak konsistenan putusan, menganalisis peran MA, dan merumuskan
rekomendasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidak konsistenan putusan dipengaruhi oleh
faktor hukum dan non-hukum. Untuk mengatasinya, perlu meningkatkan kualitas hakim,
mengembangkan pedoman teknis, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga peradilan
agama. MA memegang peran penting dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah
dengan pembinaan hakim, pedoman teknis, koordinasi, dan kerjasama dengan lembaga
terkait. Semoga penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas peradilan agama di
Indonesia melalui MA.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, putusan perkara syariah, hukum islam

Copyright (c) 2024 Muhammad Sofwan Jauhari.

04 Corresponding author : Muhammad Sofwan Jauhari
Email Address : sofwanjauhari@gmail.com

An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1), 2024 | 87


mailto:sofwanjauhari@gmail.com1

Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah

DOI: 10.55252 /annawawi.v4i1.50

PENDAHULUAN

Perkembangan peradilan agama di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang
signifikan sejak masa reformasi. Sebelum era reformasi, sistem peradilan agama di Indonesia
kurang terorganisir dengan baik dan seringkali mengalami berbagai masalah, seperti
kurangnya konsistensi dalam putusan serta kebingungan dalam penerapan hukum syariah
di seluruh wilayah Indonesia yang beragam. Namun, seiring dengan berdirinya Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA) bidang Peradilan Agama pada tahun 2003, harapan besar
muncul untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan perkara syariah di seluruh
Indonesia (Asni, 2021).

MA bidang Peradilan Agama ini berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pemutus
terakhir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan zakat.
Dengan adanya lembaga ini, diharapkan akan tercipta standar yang lebih tinggi dalam
penerapan hukum syariah, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan
memberikan keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang
beragama Islam. Selain itu, MA bidang Peradilan Agama juga bertugas untuk memastikan
bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di bawahnya sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum syariah yang benar dan sesuai dengan norma-norma keadilan (Astarini & Sh,
2021).

Perkembangan peradilan agama di Indonesia ini mencerminkan upaya negara untuk
memperkuat rule of law dalam konteks hukum syariah. Rule of law merupakan prinsip hukum
yang menekankan pada supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan
adanya MA bidang Peradilan Agama, diharapkan hukum syariah dapat diterapkan secara
konsisten dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan
meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan agama (Karya, 2023).

Namun, meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam perkembangan peradilan
agama di Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah
interpretasi dan penerapan hukum syariah yang seringkali beragam antara satu daerah
dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan tradisi lokal
yang ada di masing-masing daerah. Dalam globalisasi dan modernisasi, peradilan agama di
Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum syariah yang mendasar (Kurnia, 2021). Oleh
karena itu, penting bagi sistem peradilan agama di Indonesia untuk terus melakukan
reformasi dan inovasi dalam penerapan hukum syariah, sejalan dengan perkembangan
zaman dan tuntutan keadilan masyarakat.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan
signifikan seiring dengan perubahan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Peradilan
agama di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara yang
berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan lain-lain,
berdasarkan hukum Islam. Meski telah ada upaya-upaya untuk memperbaiki dan
mengoptimalkan sistem peradilan agama, isu konsistensi putusan perkara syariah masih
menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius (Anjani et al., 2023).

Salah satu isu utama dalam peradilan agama di Indonesia adalah masalah konsistensi
putusan. Inkonsistensi putusan dalam perkara syariah dapat terjadi karena beberapa faktor.
Pertama, perbedaan interpretasi hukum Islam oleh para hakim menjadi salah satu penyebab
utama inkonsistensi dalam putusan. Dalam hal ini, teori hermeneutika hukum Islam
memandang bahwa hukum Islam memiliki banyak interpretasi yang dapat bervariasi
tergantung pada konteks sosial, budaya, dan sejarah. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi
hukum Islam oleh hakim-hakim peradilan agama dapat menyebabkan adanya variasi
putusan yang tidak konsisten dalam perkara-perkara yang serupa (Khozanah, 2018).

Keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga mempengaruhi konsistensi
putusan perkara syariah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang
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sangat kaya dan kompleks. Keberagaman ini dapat mempengaruhi cara pandang dan
pendekatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya, dalam menentukan hak
waris, adat istiadat suatu daerah bisa berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yang dapat
menyebabkan variasi putusan yang tidak konsisten (Khozanah, 2018).

Isu konsistensi putusan dalam perkara syariah di Indonesia merupakan tantangan
yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya.
Diperlukan upaya-upaya yang sinergis antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga
peradilan agama, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem peradilan agama yang lebih
konsisten, adil, dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan
dengan hukum Islam di Indonesia (SANTIADI, 2023).

Berdasarkan Laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) tahun 2022,
terdapat data empiris yang cukup mengkhawatirkan. MA menerima total 18.945 perkara
perdata agama dan berhasil menyelesaikan 18.534 perkara. Dari total perkara yang
diselesaikan, sebanyak 1.234 perkara atau sekitar 6,6% diajukan kasasi. Lebih lanjut, dari
jumlah perkara kasasi tersebut, 287 perkara atau sekitar 23,3% diputus dengan membatalkan
putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sementara itu, penelitian yang
dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2021 juga
menemukan adanya inkonsistensi putusan perkara syariah di beberapa wilayah di Indonesia.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab inkonsistensi tersebut antara lain adalah perbedaan
interpretasi hukum Islam, keberagaman budaya dan adat istiadat, kualitas hakim yang
bervariasi, serta keterbatasan sumber daya.

Data statistik lainnya yang relevan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020
yang menunjukkan tren peningkatan tingkat perceraian di Indonesia. Pada tahun tersebut,
tercatat 434.937 kasus perceraian, dan sebanyak 340.440 kasus atau sekitar 78,2% terjadi di
kalangan pasangan Muslim. Selain itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 mencatat bahwa dari total 2.347.412
pernikahan yang terdaftar di KUA, sebanyak 647.893 pernikahan atau sekitar 27,6%
dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur.

Analisis dari data-data di atas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam putusan
perkara syariah di Indonesia. Ini dapat dilihat dari tingginya angka kasasi perkara perdata
agama di MA, temuan penelitian PSHK yang menyatakan adanya inkonsistensi putusan di
beberapa wilayah, tren peningkatan kasus perceraian di Indonesia, serta tingginya angka
pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur. Inkonsistensi ini
dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakadilan bagi para pencari
keadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan agama, dan pelemahan hukum
Islam di Indonesia.

Menurut (Thalib & Sh, 2018) Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat
vital dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah di Indonesia hal ini didukung oleh
beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai kekuasaan dan fungsi
MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24B
ayat (1) menyatakan bahwa "Adanya Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara
tertinggi yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara perdata dan pidana serta
mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar."

MA memiliki wewenang untuk memutus perkara kasasi. Hal ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 68 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa
"Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara kasasi." Proses kasasi
merupakan salah satu mekanisme hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan
oleh putusan pengadilan tingkat pertama atau banding untuk mengajukan banding ke MA.
Dengan memutus perkara kasasi, MA dapat meninjau dan menilai keputusan pengadilan di
tingkat bawah, sehingga memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan sesuai dengan

An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (1), 2024 | 89



Peran Mahkamah Agung Dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah

DOI: 10.55252 /annawawi.v4i1.50

hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Ini juga menjadi sarana untuk menjaga
konsistensi putusan antara berbagai pengadilan di seluruh Indonesia (Basri, 2021).

Selanjutnya, MA memiliki peran dalam menetapkan pedoman teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang berkaitan dengan proses peradilan syariah. Pedoman teknis dan petunjuk
pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas kepada hakim dan pihak-
pihak yang terlibat dalam proses peradilan syariah, sehingga dapat memastikan bahwa
proses peradilan berjalan secara efisien, transparan, dan konsisten. Dengan adanya pedoman
dan petunjuk yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya interpretasi yang
berbeda-beda dalam penerapan hukum syariah dan memastikan konsistensi putusan antara
satu kasus dengan kasus lainnya (Hasibuan, 2019).

Menurut (Muin, 2023) peran MA dalam menjaga konsistensi putusan dapat dikaitkan
dengan konsep supremasi hukum dan kepastian hukum. Supremasi hukum menekankan
bahwa hukum harus berada di atas segala-galanya dan semua pihak, termasuk lembaga
peradilan, harus tunduk dan mematuhi hukum yang berlaku. Sedangkan kepastian hukum
menuntut adanya konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, sehingga
masyarakat dapat memahami dan memprediksi hasil dari suatu proses peradilan. Dengan
menjalankan kewenangannya dengan baik, MA berperan penting dalam menjamin
supremasi hukum dan kepastian hukum dalam sistem peradilan syariah di Indonesia.

Penelitian mengenai konsistensi putusan perkara syariah merupakan hal yang sangat
penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan inkonsistensi dalam putusan perkara syariah. Dalam prakteknya, kepastian
hukum adalah salah satu aspek yang sangat vital dalam sistem peradilan. Inkonsistensi
putusan dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan itu
sendiri. Oleh karena itu, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inkonsistensi,
penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi atau metode yang dapat
meminimalisir kemungkinan terjadinya inkonsistensi di masa depan. Penelitian ini juga
menganalisis peran Mahkamah Agung (MA) dalam menjaga konsistensi putusan. Sebagai
lembaga pengawas tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, MA memiliki tanggung
jawab yang besar untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-
pengadilan di bawahnya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Analisis terhadap peran
MA dalam menjaga konsistensi putusan akan memberikan gambaran mengenai efektivitas
kebijakan dan mekanisme pengawasan yang ada saat ini, serta potensi perbaikan yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan konsistensi putusan.

Pentingnya konsistensi putusan dalam sistem peradilan syariah dapat dianalisis
menggunakan teori keadilan prosedural dan teori kepastian hukum. Teori keadilan
prosedural menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan dalam mencapai
keadilan, sedangkan teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian dan
konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi putusan perkara syariah adalah refleksi
dari kualitas proses peradilan dan kepastian hukum yang harus dijaga dan ditingkatkan. Oleh
karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan
konsistensi putusan, tetapi juga memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip
teoritis dalam sistem peradilan dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan
mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu undang-undang,
peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, untuk menemukan kesesuaian atau
ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan
yuridis-normatif adalah pendekatan yang mengkombinasikan analisis hukum secara yuridis
(berdasarkan teks hukum) dengan analisis normatif (berdasarkan prinsip dan nilai hukum).
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Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan studi pustaka yang mendalam
terhadap berbagai jenis sumber. Pertama, peneliti memeriksa peraturan perundang-
undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan
daerah yang terkait dengan objek penelitian. Analisis dilakukan untuk memahami substansi
dan implementasi dari peraturan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Kedua, putusan
pengadilan juga menjadi salah satu sumber data penting dalam penelitian ini. Putusan
pengadilan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan perundang-
undangan diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana interpretasi hukum dilakukan
oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Selain itu, peneliti juga mengacu pada buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan sumber
data sekunder lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Buku-buku hukum dan artikel
ilmiah memberikan pandangan dan analisis dari para pakar hukum tentang topik yang
diteliti, serta memperkaya pemahaman teoritis dan konseptual terhadap masalah yang
sedang diteliti. Sumber data sekunder lainnya, seperti laporan penelitian, dokumen resmi,
dan data statistik, juga digunakan untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam
penelitian (AA & Rosidta, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Inkonsistensi Putusan Perkara Syariah di Indonesia
Faktor Deskripsi Dampak Solusi
Hukum Perbedaan ¢ Ketidakadilan bagi Peningkatan kualitas
interpretasi hukum para pencari keadilan hakim melalui
Islam e Ketidakpercayaan pendidikan dan
Keberagaman masyarakat terhadap pelatihan
budaya dan adat peradilan agama Pengembangan
istiadat e Pelemahan hukum pedoman teknis dan
Kualitas hakim yang Islam di Indonesia petunjuk pelaksanaan
bervariasi yang lebih
Keterbatasan sumber komprehensif
daya Penguatan koordinasi
dan kerjasama antar
lembaga peradilan
agama
Non- Tekanan sosial dan e Inkonsistensi putusan Peningkatan kualitas
Hukum politik perkara syariah hakim melalui
Ketidakjelasan pendidikan dan
aturan dan prosedur pelatihan
Kurangnya Pengembangan

koordinasi dan
kerjasama antar
lembaga peradilan
agama

pedoman teknis dan
petunjuk pelaksanaan
yang lebih
komprehensif
Penguatan koordinasi
dan kerjasama antar
lembaga peradilan
agama

Sumber : Data yang di Olah
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Inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia menjadi isu yang sering
diperbincangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi ini bisa dikelompokkan
menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah faktor hukum. Salah satu faktor utama yang
menyebabkan inkonsistensi adalah perbedaan interpretasi hukum Islam antar mazhab.
Indonesia yang memiliki beragam mazhab hukum Islam, seperti Mazhab Syafi'i, Hanafi,
Maliki, dan Hanbali, tentu saja memiliki interpretasi yang berbeda terhadap beberapa hukum
Islam (Pratiwi & Ramadhan, 2023). Misalnya, dalam masalah waris, mazhab Syafi'i dan
Hanafi memiliki pendapat yang berbeda mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan
perempuan. Hal ini tentu akan berdampak pada keputusan perkara syariah di wilayah-
wilayah yang memiliki kebanyakan penganut salah satu mazhab tersebut. Menurut teori
pluralisme hukum, perbedaan mazhab dapat menghasilkan pluralisme hukum di mana satu
kasus bisa memiliki beberapa penyelesaian berdasarkan mazhab yang berbeda (Adam, 2022).

Kasus waris yang terjadi di Indonesia seringkali menunjukkan adanya inkonsistensi
dalam putusan perkara, seperti yang terjadi dalam seorang anak perempuan di Subang Jawa
Barat menggugat hak warisnya yang tidak dibagikan secara adil oleh saudara laki-lakinya.
Pengadilan Agama memutuskan bahwa anak perempuan tersebut berhak mendapatkan
warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fauzi, n.d.). Sedangkan dalam Kasus di
Langkat Sumatera Utara, seorang anak perempuan juga menggugat hak warisnya yang tidak
dibagikan sama dengan saudara laki-lakinya. Namun, pengadilan agama memutuskan
bahwa anak perempuan berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, sedangkan
saudara laki-lakinya mendapatkan dua kali lipat (MUTHMAINNAH, 2020).

Inkonsistensi dalam putusan perkara waris di Indonesia dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Pertama, perbedaan interpretasi hukum Islam tentang waris menjadi salah
satu penyebab utama. Hukum Islam mengenai waris memiliki ketentuan yang kompleks dan
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang interpretasi beberapa ketentuan
hukum waris. Misalnya, dalam Mazhab Syafii, seorang anak perempuan berhak
mendapatkan setengah dari harta warisan, sedangkan dalam Mazhab Hanafi anak
perempuan hanya berhak seperenam dari harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa
perbedaan mazhab dapat mempengaruhi putusan perkara waris di pengadilan agama.

Kedua, keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga mempengaruhi
interpretasi dan penerapan hukum Islam tentang waris oleh hakim. Di beberapa daerah di
Indonesia, terdapat adat istiadat yang mengatur tentang pembagian warisan yang berbeda
dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh, adat Minangkabau yang menganut sistem
matrilineal cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam hal
warisan, berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris yang lebih
besar kepada laki-laki dalam beberapa kasus.

Dalam analisis ini, teori pluralisme hukum dan teori keadilan sangat relevan untuk
menjelaskan fenomena inkonsistensi putusan perkara waris di Indonesia. Teori pluralisme
hukum menekankan bahwa perbedaan mazhab dan adat istiadat dapat menghasilkan
pluralisme hukum di mana satu kasus bisa memiliki beberapa penyelesaian berdasarkan
mazhab dan adat istiadat yang berbeda. Sedangkan teori keadilan menekankan pentingnya
kualitas hakim dalam memberikan putusan yang konsisten dan tepat sesuai dengan hukum
yang berlaku (Irianto, 2016).

Selain itu, keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia juga menjadi salah satu
penyebab inkonsistensi. Budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah dapat
mempengaruhi interpretasi hukum Islam oleh hakim. Misalnya, dalam adat Minangkabau,
sistem matrilineal cenderung memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam
hal warisan, sedangkan hukum Islam sendiri memiliki ketentuan yang berbeda. Teori ini
menekankan bahwa hukum Islam tidak selalu berdiri sendiri, tetapi seringkali dipengaruhi
oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan adat istiadat (Rusman et al., 2023).
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Terakhir, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan teknologi
juga mempengaruhi inkonsistensi putusan perkara syariah. Keterbatasan ini membuat hakim
tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan bahan hukum. Misalnya, hakim di
daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses literatur hukum Islam terbaru atau
putusan-putusan pengadilan yang relevan. Teori ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang
memadai dan sumber daya yang cukup penting untuk mendukung konsistensi putusan
hukum (Waluyo, 2022).

Data pendukung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan banding terhadap
putusan pengadilan agama di Indonesia cukup tinggi, mencapai sekitar 20-30% dari total
putusan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan agama yang dinilai tidak
tepat atau kontroversial oleh pihak yang bersengketa, sehingga memperkuat argumen
tentang inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia (Febriansyah, 2023).

Peradilan agama, khususnya peradilan syariah, dihadapkan pada beberapa faktor
non-hukum yang dapat mempengaruhi konsistensi putusan perkara. Salah satu faktor utama
adalah tekanan sosial dan politik. Hakim dalam peradilan syariah seringkali menghadapi
tekanan dari berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan politisi, yang berupaya
mempengaruhi keputusan perkara syariah sesuai dengan kepentingan atau pandangan
mereka. Tekanan ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan perkara syariah,
karena hakim mungkin tidak bebas untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti dan
hukum yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Selanjutnya, ketidakjelasan aturan dan prosedur juga menjadi masalah serius dalam
peradilan agama. Aturan dan prosedur di peradilan agama masih belum jelas dan terstruktur
dengan baik, sehingga hakim seringkali tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memutus
perkara. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan putusan perkara syariah yang seharusnya
serupa, karena hakim mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum yang
sama.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama juga menjadi
hambatan dalam mencapai konsistensi putusan perkara syariah. Koordinasi dan kerjasama
antar lembaga peradilan agama masih lemah, sehingga hakim tidak memiliki informasi yang
sama tentang perkara yang serupa. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan putusan perkara
syariah yang seharusnya konsisten.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan konsistensi putusan
perkara syariah, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan
kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pendidikan dan
pelatihan ini harus fokus pada hukum Islam, budaya dan adat istiadat, serta keterampilan
memutus perkara. Dengan meningkatkan kualitas hakim, diharapkan mereka dapat
memutus perkara dengan lebih objektif dan konsisten. Kedua, perlu dikembangkan pedoman
teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif untuk membantu hakim dalam
memutus perkara syariah. Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini harus berdasarkan
hukum Islam yang mapan dan mempertimbangkan budaya dan adat istiadat di Indonesia.
Pedoman ini akan menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara dan dapat membantu
meningkatkan konsistensi putusan.

Ketiga, penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama juga
sangat penting. Perlu diperkuat koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama
melalui forum-forum diskusi, pertukaran informasi, dan pengembangan sistem informasi
terpadu. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, hakim akan memiliki informasi
yang sama tentang perkara yang serupa, sehingga dapat memutus perkara dengan lebih
konsisten. Keempat, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum
Islam juga diperlukan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
hukum Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Hal ini
dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan media massa.
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Dengan pemahaman yang baik tentang hukum Islam, masyarakat akan lebih menghargai dan
mematuhi hukum yang berlaku, sehingga dapat membantu meningkatkan konsistensi
putusan perkara syariah.

Secara teoritis, masalah konsistensi putusan dalam peradilan syariah dapat dianalisis
dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Menurut teori keadilan, putusan
hakim harus adil dan seharusnya tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Sedangkan
menurut teori kepastian hukum, masyarakat harus dapat memprediksi bagaimana hukum
diterapkan dalam kasus-kasus yang serupa. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas,
diharapkan peradilan syariah dapat mencapai konsistensi putusan yang lebih baik, yang
selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum (RAHMAN, n.d.).

Data pendukung yang dapat digunakan adalah statistik mengenai jumlah kasus yang
diajukan ke peradilan syariah, jumlah kasus yang mendapatkan putusan yang sama, dan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan peradilan syariah. Dengan analisis data
tersebut, dapat diukur sejauh mana konsistensi putusan perkara syariah saat ini dan seberapa
efektif solusi-solusi yang diusulkan dalam meningkatkan konsistensi tersebut.

2. Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah
Kewenangan Deskripsi Dampak Undang-Undang

Pembinaan dan e Melaksanakan ¢ Meningkatkan ¢ Undang-Undang

Pengawasan pendidikan dan kualitas dan Nomor 5 Tahun
Hakim pelatihan bagi hakim. pemahaman hakim 2004 tentang
¢ Melakukan monitoring tentang hukum Mahkamah
dan evaluasi kinerja Islam. Agung
hakim. Meningkatkan Undang-Undang
¢ Memberikan teguran konsistensi putusan Nomor 3 Tahun
dan sanksi kepada perkara syariah. 2006 tentang
hakim yang tidak Peradilan
konsisten. Agama
Memutus ¢ Memutus perkara Meningkatkan Undang-Undang
Perkara Kasasi kasasi atas putusan konsistensi putusan Nomor 5 Tahun
Pengadilan Tinggi perkara syariah 2004 tentang
Agama. dengan hukum Islam Mahkamah
e Memperhatikan dan putusan MA Agung
konsistensi putusan sebelumnya. Undang-Undang
dengan hukum Islam Meningkatkan Nomor 3 Tahun
dan putusan MA kepastian hukum 2006 tentang
sebelumnya. bagi para pencari Peradilan
e Putusan MA menjadi keadilan. Agama
pedoman bagi Kompilasi
Pengadilan Tinggi Hukum Islam
Agama dan (KHI)
Pengadilan Agama.
Menetapkan e Menetapkan pedoman Membantu hakim Undang-Undang
Pedoman teknis dan petunjuk dalam memutus Nomor 5 Tahun
Teknis dan pelaksanaan untuk perkara syariah 2004 tentang
Petunjuk membantu hakim dengan lebih Mahkamah
Pelaksanaan dalam memutus konsisten. Agung
perkara syariah. Meningkatkan Undang-Undang
e Pedoman teknis dan kualitas dan keadilan Nomor 3 Tahun
petunjuk pelaksanaan 2006 tentang
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memuat aturan dan putusan perkara Peradilan
prosedur yang harus syariah. Agama - KHI
diikuti hakim.
Koordinasi dan e Melakukan koordinasi e Meningkatkan ¢ Undang-Undang
Kerjasama dan kerjasama dengan sinergi dan Nomor 5 Tahun
dengan Kementerian Agama, kolaborasi antar 2004 tentang
Lembaga BPHN, dan organisasi lembaga terkait Mahkamah
Terkait massa Islam. dalam menjaga Agung
e Koordinasi dan konsistensi putusan e Undang-Undang
kerjasama dilakukan perkara syariah. Nomor 3 Tahun
melalui seminar, e Memperkuat hukum 2006 tentang
workshop, dan Islam di Indonesia. Peradilan
penyusunan peraturan Agama - KHI
bersama. e Peraturan
Bersama antara
MA dan
Kementerian
Agama

Sumber : Data -yang di Olah

Tabel di atas mengenai "Pembinaan dan Pengawasan Hakim" menunjukkan tiga poin
utama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan
dan pelatihan bagi hakim, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hakim, serta
memberikan teguran dan sanksi kepada hakim yang tidak konsisten. Tujuan dari poin-poin
tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman hakim tentang hukum Islam
dan meningkatkan konsistensi putusan perkara syariah.

Dasar hukum yang tercantum dalam tabel tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang ini mengatur mengenai organisasi,
tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Salah satu tugas Mahkamah Agung adalah
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim, termasuk melaksanakan
pendidikan dan pelatihan bagi hakim serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja hakim
(Lubis et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang ini
mengatur mengenai peradilan agama dan tugas hakim dalam peradilan agama. Salah satu
tugas hakim adalah memutus perkara dengan adil dan cepat berdasarkan hukum yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memiliki pemahaman yang baik
tentang hukum Islam (Cahyani, 2019). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas hakim dalam
memutus perkara syariah.

Secara analitis, pembinaan dan pengawasan hakim adalah aspek penting dalam
sistem peradilan untuk memastikan bahwa hakim dapat memutus perkara dengan adil,
objektif, dan konsisten. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, hakim akan
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan dapat memutus perkara
syariah dengan lebih tepat dan konsisten. Selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja hakim
serta pemberian teguran dan sanksi kepada hakim yang tidak konsisten akan mendorong
hakim untuk bekerja dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas putusan perkara syariah.
Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan hakim yang efektif adalah kunci untuk
meningkatkan kualitas dan konsistensi peradilan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kepastian hukum.
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Dalam sistem peradilan di Indonesia, memutus perkara kasasi merupakan salah satu
mekanisme yang digunakan untuk menguji dan menilai keabsahan putusan yang telah
diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama. Memutus perkara kasasi berarti Mahkamah Agung
(MA) memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama,
dengan memperhatikan konsistensi putusan tersebut dengan hukum Islam dan putusan MA
sebelumnya. Putusan yang dihasilkan oleh MA memiliki kedudukan sebagai pedoman bagi
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam memutus perkara di tingkat lebih
rendah. Tujuan utama dari memutus perkara kasasi adalah untuk meningkatkan konsistensi
putusan perkara syariah dengan hukum Islam dan putusan MA sebelumnya, serta untuk
meningkatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Tian, 2021).

Dasar hukum untuk memutus perkara kasasi ini tercantum dalam beberapa peraturan
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur
mengenai wewenang dan tugas MA dalam memutus perkara kasasi. Sementara itu, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan mengenai kewenangan
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara
kasasi yang berkaitan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber
hukum materiil dalam peradilan agama menjadi acuan utama dalam memutus perkara
kasasi, sehingga putusan yang dihasilkan harus selaras dengan ketentuan hukum Islam yang
terdapat dalam KHI (Baihaki & Prasetya, 2021).

Memutus perkara kasasi adalah salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan
agama di Indonesia untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan
hukum Islam. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan putusan yang dihasilkan oleh
pengadilan dapat lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum
Islam yang berlaku.

Tabel di atas mengenai "Menetapkan Pedoman Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan"
menguraikan beberapa poin penting terkait pembentukan pedoman teknis dan petunjuk
pelaksanaan untuk membantu hakim dalam memutus perkara syariah. Tujuan dari pedoman
teknis dan petunjuk pelaksanaan ini adalah untuk membantu hakim dalam memutus perkara
syariah dengan lebih konsisten, serta untuk meningkatkan kualitas dan keadilan putusan
perkara syariah. Pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan ini akan memuat aturan dan
prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus perkara.

Dasar hukum yang terkait dengan pembentukan pedoman teknis dan petunjuk
pelaksanaan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Mahkamah
Agung, termasuk dalam hal pembentukan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk
peradilan agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
atau KHI (Kitab Undang-Undang Hukum Acara) juga menjadi dasar hukum yang relevan.
KHI mengatur prosedur dan tata cara dalam peradilan agama, termasuk pedoman teknis dan
petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus perkara syariah (Hsb,
2019).

Dengan adanya pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan hakim dapat memutus perkara syariah
dengan lebih objektif, konsisten, dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan
kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selanjutnya table hasil penelitian di atas juga menggambarkan strategi yang diusulkan
untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga peradilan agama dengan
lembaga terkait lainnya dalam konteks peradilan syariah. Salah satu strategi utama yang
ditekankan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, BPHN
(Badan Pembinaan Hukum Nasional), dan organisasi massa Islam. Kerjasama ini akan
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dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan penyusunan peraturan
bersama. Tujuan utama dari koordinasi dan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergi
dan kolaborasi antar lembaga terkait dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah dan
memperkuat hukum Islam di Indonesia (Makarim, 2019).

Dasar hukum untuk strategi ini tercantum dalam beberapa peraturan. Pertama,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum
mengenai organisasi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Meskipun lebih berfokus
pada Mahkamah Agung, namun dasar hukum ini relevan dalam konteks kerjasama antara
lembaga peradilan agama dengan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan konsistensi
putusan perkara syariah. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama - KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan dasar hukum utama yang mengatur
tentang peradilan agama, termasuk peradilan syariah. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan
landasan hukum untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara lembaga peradilan
agama dengan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat hukum Islam di Indonesia.
Terakhir, Peraturan Bersama antara MA (Mahkamah Agung) dan Kementerian Agama
menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme dan
strategi kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam konteks
peradilan syariah.

Strategi yang tercantum dalam tabel tersebut merupakan upaya konkret untuk
mengatasi masalah konsistensi putusan perkara syariah melalui peningkatan koordinasi dan
kerjasama antar lembaga terkait, dengan dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Peraturan Bersama
antara MA dan Kementerian Agama.

KESIMPULAN

Inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia menjadi isu yang mendapat
perhatian serius. Dua faktor utama yang menyebabkan inkonsistensi tersebut adalah faktor
hukum dan non-hukum. Faktor hukum meliputi perbedaan interpretasi hukum Islam antar
mazhab, keberagaman budaya dan adat istiadat, kualitas hakim yang bervariasi, dan
keterbatasan sumber daya. Sementara faktor non-hukum meliputi tekanan sosial dan politik,
ketidakjelasan aturan dan prosedur, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar
lembaga peradilan agama. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi diusulkan, antara
lain peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan pedoman
teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi dan
kerjasama antar lembaga peradilan agama, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat tentang hukum Islam. Secara teoritis, analisis ini dapat dianalisis dengan
menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Data pendukung menunjukkan bahwa
tingkat keberhasilan banding terhadap putusan pengadilan agama di Indonesia cukup tinggi,
mencapai sekitar 20-30% dari total putusan, yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam
putusan.

Peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah melalui
berbagai mekanisme, seperti pembinaan dan pengawasan hakim, memutus perkara kasasi,
menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta koordinasi dan kerjasama
dengan lembaga terkait. Melalui pembinaan dan pengawasan, Mahkamah Agung berupaya
meningkatkan kualitas hakim dalam memahami hukum Islam dan meningkatkan konsistensi
putusan. Memutus perkara kasasi membantu menjamin konsistensi putusan dengan hukum
Islam dan putusan MA sebelumnya. Sementara itu, pedoman teknis dan petunjuk
pelaksanaan bertujuan memastikan hakim memutus perkara syariah dengan objektif dan
konsisten. Terakhir, kerjasama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan
BPHN, dilakukan untuk memperkuat hukum Islam di Indonesia. Semua upaya ini
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didasarkan pada dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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